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ABSTRAK
Salah satu Program Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak adalah melalui 

Program Pendampingan Ibu Hamil. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Program Pendampingan Ibu 
Hamil yang dilakukan oleh mahasiswa dan kader, maka diperlukan informasi biaya satuan yang dibutuhkan 
dalam Program Pendampingan Ibu Hamil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya satuan Program 
Pendampingan Ibu Hamil menggunakan metode Activity Based Costing (ABC). Merupakan penelitian kualitatif 
dengan pendekatan deskriptif analitik. Pendekatan ini menguraikan dan menginterpretasikan biaya investasi, 
operasional dan pemeliharaan yang terkait langsung dengan Program Pendampingan Ibu Hamil. Penelitian 
ini dilakukan di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Lebak yang mewakili daerah dengan akses sulit dan Kota 
Surabaya yang mewakili daerah dengan akses mudah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya satuan 
program pendampingan ibu hamil di Kota Surabaya sebesar Rp 3.027.750,00 dan Kabupaten Lebak sebesar 
Rp2.907.250,00. Biaya satuan tersebut dapat menjadi bahan rujukan Dinas Kesehatan dan daerah lain dalam 
mengalokasikan pelaksanaan Program Pendampingan Ibu Hamil.

Kata kunci: Pendampingan Ibu Hamil; KIA; Activity Based Costing; Biaya Satuan

ABSTRACT
Currently, One of the Ministry of Health’s programs to improve maternity and child health is through the Assistance 

to Pregnant Women Program. Furthermore, as an evaluation material for the implementation of them conducted by 
students and health cadres, the unit cost information needed in the Assistance to Pregnant Women Program. This study 
aims to analyze the unit costs of the Assistance to Pregnant Women Program using the Activity-Based Costing (ABC) 
method. Qualitative research with a descriptive-analytic approach. This approach describes and interprets investment, 
operational, and maintenance costs that are directly related to the assistance to Pregnant Women Program. This research 
was performed in two districts, specifi cally Lebak District, which represented areas with diffi  cult access and Surabaya City, 
which represented areas with easy access. The results showed that the unit cost of the assistance to pregnant women 
program in the City of Surabaya was IDR. 3,027,750.00, and the District of Lebak was IDR. 2,907,250.00. These unit 
costs can be used as a recommendation for the District Health Offi  ces and other districts.

Keywords: Assistance to Pregnant Women Program; Maternal and Child Health; Activity Based Costing; Unit Cost

PENDAHULUAN

Salah satu indikator pembangunan kesehatan 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJMN) 2015-2019 dan Sustainable Development 
Goals (SDGs) terkait dengan upaya peningkatan 

kesehatan ibu (WHO, 2016; Bappenas, 2014). 
Beberapa hasil penelitian sebelumnya di Indonesia 
menyebutkan upaya peningkatan kesehatan 
ibu di Indonesia masih memenuhi tantangan 
permasalahan maternal dan neonatal. Di antaranya 
upaya peningkatan utilisasi ibu hamil ke pelayanan 
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kesehatan, pengetahuan ibu seputar kehamilan, 
persalinan, nifas, kesehatan bayi dan pemilihan 
kontrasepsi (Zahtamal, Tuti Restuastuti, 2011; 
Hartono, 2017). Kesehatan ibu yang buruk 
menyumbang peningkatan morbiditas dan mortalitas 
serta menghambat tumbuhnya generasi emas 
(Graham et al., 2016).

Data global menunjukkan bahwa terdapat 
sekitar 210 juta wanita hamil setiap tahun (UNDP, 
2017). Terdapat lebih dari seratus kasus morbiditas 
akut yang diderita oleh ibu hamil yang diperkirakan 
mencapai 62 juta jiwa setiap tahun dan berdampak 
pada kematian sebanyak (Gay, 2018). Hal ini 
menyumbang insiden Angka Kematian Ibu (AKI) dan 
Angka Kematian Bayi (AKB).

Hasil SDKI tahun 2018 menunjukkan AKI di 
Indonesia 305 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI, 
2018). Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan 
negara ASEAN sekitar seperti  Filipina (144), Vietnam 
(80), Malaysia (28) dan Singapura (13,3) (ASEANstats, 
2015). Penyebab tingginya AKI tersebut dipicu dari 
adanya kasus perdarahan, hipertensi, infeksi, partus 
lama, abortus dan lain sebagainya pada ibu hamil. 
(Kesehatan, 2014). Setiap tahun, sekitar 5 juta ibu 
melahirkan di Indonesia diprediksi membawa lebih 
banyak tingkat kematian yang lebih tinggi (Kemenkes 
RI, 2015).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H 
menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup 
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan 
(Republik Indonesia, 2016). Ibu hamil di Indonesia 
memiliki hak yang sama untuk mendapatkan 
perlindungan dan akses pelayanan kesehatan. 
Dengan pendekatan sistem kesehatan, upaya 
peningkatan kesehatan dapat dicapai apabila 
memiliki tenaga kesehatan, program kesehatan dan 
pendanaan yang adekuat (Republik Indonesia, 2009; 
Republik Indonesia, 2012).

Salah satu program Kementerian Kesehatan 
Indonesia untuk menurunkan AKI dan meningkatkan 
kesehatan ibu adalah program pendampingan ibu 
hamil. Program ini merujuk pada Permenkes No. 
97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa 
Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa 
Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan 
Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual 
Pasal 12 dan 13 mengenai Pelayanan Kesehatan 
Masa Hamil (Kementerian Kesehatan, 2014). 
Implementasi program tersebut dapat dilakukan 

melalui kelas ibu hamil untuk meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan ibu hamil menerapkan 
buku KIA.

Program tersebut menunjang peningkatan 
kesehatan ibu dan anak melalui pemberdayaan 
keluarga dan masyarakat. Pendampingan ini bertujuan 
untuk meningkatkan pengetahuan ibu terkait tanda 
bahaya kehamilan sehingga dapat meningkatkan 
pemanfaatan pelayanan kesehatan pada ibu hamil. 
Adanya efisiensi anggaran mengakibatkan program 
tersebut sempat terhenti dan hanya diprioritaskan 
di wilayah yang masih memiliki AKI tinggi. Program 
tersebut sangat penting untuk diterapkan di seluruh 
wilayah Indonesia dengan didukung oleh pendanaan 
yang cukup.

Merujuk fakta di atas maka perlu dilakukan kajian 
lebih dalam mengenai besaran kebutuhan biaya 
untuk pelaksanaan program pendampingan ibu 
hamil. Diharapkan hasil perhitungan biaya tersebut 
dapat digunakan sebagai dasar perencanaan Dinas 
Kesehatan atau Puskesmas dalam pelaksanaan 
program pendampingan ibu hamil di wilayahnya.

METODE

Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan 
deskr iptif analit ik untuk menguraikan dan 
menginterpretasikan biaya satuan yang diperlukan 
untuk program pendampingan ibu hamil. Data 
penelitian diperoleh melalui wawancara kepada kader 
dan mahasiswa yang melakukan pendampingan 
kepada ibu hamil terkait biaya yang diperlukan untuk 
program tersebut. Data biaya tersebut meliputi biaya 
investasi, biaya operasional dan biaya pemeliharaan. 
Lokasi penelitian dilakukan di dua wilayah yaitu 
Kabupaten Lebak yang mewakili wilayah dengan 
akses yang sulit dan Kota Surabaya dengan 
karakteristik wilayah yang memiliki akses yang 
mudah. Pertimbangan pemilihan wilayah dengan dua 
karakteristik yang berbeda bertujuan untuk melihat 
perbedaan besaran biaya yang terkait akses atau 
transportasi di wilayah tersebut. Kabupaten Lebak 
dipilih karena kasus AKI mengalami peningkatan 
kasus dari 28 kematian pada 2016 dan meningkat 
menjadi 47 kematian pada 2018 (Kartika & Agustiya, 
2019). Sedangkan Kota Surabaya dipilih karena 
mengalami penurunan AKI dalam kurun waktu 
6 tahun hingga 2017 (Rochmatin, 2019). Alasan 
pemilihan kedua daerah tersebut diharapkan dapat 
mewakili wilayah dengan karakteristik akses sulit dan 
mudah di Indonesia. 
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Perhitungan biaya satuan atau unit cost dalam 
penelitian ini menggunakan metode ABC atau 
Activity Based Costing. ABC adalah pendekatan 
penentuan biaya produk yang membebankan ke 
biaya atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya 
yang disebabkan karena aktivitas (Jalalabadi et 
al., 2018). Dasar pemikiran pendekatan penentuan 
biaya ini yaitu diasumsikan bahwa hasil dari program 
dilakukan dari aktivitas yang menggunakan sumber 
daya dan menyebabkan timbulnya biaya. Aktivitas ini 
sebagai basis penentuan besar kecilnya biaya suatu 
program. 

Perhitungan biaya program pendampingan ibu 
hamil dalam penelitian ini mengacu pada kegiatan 
dasar pendampingan ibu hamil yaitu 1) Pelatihan 
mahasiswa 2) Pendampingan ibu hamil oleh kader 
3) Pendampingan ibu hamil oleh mahasiswa 4) 
Supervisi oleh dosen dan petugas dinas kesehatan. 
Biaya dihitung berdasarkan 4 kegiatan tersebut 
dengan mempertimbangkan komponen biaya yang 
digunakan dalam aktivitas tersebut diantaranya biaya 
investasi, biaya operasional dan biaya pemeliharaan. 
Setiap wilayah disediakan jumlah ibu hamil yang sama 

untuk program pendampingan ibu hamil. Sedangkan 
penyajian data diulas dalam menampilkan tabel hasil 
perhitungan biaya.

HASIL

Komponen sumber daya manusia yang terlibat 
dalam program pendampingan ibu hamil pada 
penelitian ditampilkan pada tabel 1.

Sebagai wilayah yang lebih maju, Kota 
Surabaya memiliki jumlah kader yang lebih banyak 
dibandingkan dengan Kabupaten Lebak. Jumlah 
ibu hamil, mahasiswa yang terlibat dan dosen 
pembimbing memiliki total yang sama di antara kedua 
wilayah tersebut. Mereka berperan sebagai petugas 
kesehatan yang melakukan program pendampingan 
ibu hamil. Hasil perhitungan biaya per komponen 
kegiatan pada program pendampingan ibu hamil 
dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan bahwa dalam setiap 
kegiatan pendampingan ibu hamil membutuhkan 
biaya yang berbeda-beda. Program pendampingan 
ibu hamil memerlukan biaya yang lebih besar di Kota 

Tabel 1. Hasil Perhitungan Biaya Per Komponen Kegiatan Program Pendampingan Ibu Hamil, 2018

No Wilayah Jumlah 
Ibu Hamil

Jumlah 
Mahasiswa

Jumlah 
Kader

Jumlah 
Dosen Pembimbing

1. Kabupaten Lebak 40 40 17 4
2. Kota Surabaya 40 40 40 4

Tabel 2. Hasil Perhitungan Biaya per Komponen Kegiatan Program Pendampingan Ibu Hamil, 2018

No. Komponen Biaya Kota Surabaya Kabupaten Lebak
Kegiatan I. Pelatihan Mahasiswa
1 Honorarium Rp3.400.000,00 Rp2.500.000,00
2 Bahan administrasi Rp500.000,00 Rp500.000,00
3 Uang harian dan Transport Rp5.500.000,00  Rp1.240.000,00
4 Konsumsi rapat Rp4.950.000,00 Rp2.750.000,00
5 Sewa ruangan Rp2.000.000,00 Rp3.000.000,00
Kegiatan II. Pendampingan Ibu Hamil oleh Mahasiswa
1 Bahan Administrasi - -
2 Uang harian dan Transport Rp32.000.000,00 Rp32.000.000,00
3 Alat dan bahan pemeriksaan Rp62.560.000,00 Rp62.640.000,00
Kegiatan III. Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader
1 Bahan Administrasi - -
2 Uang harian dan Transport Rp12.800.000,00 Rp8.160.000,00
Kegiatan IV. Supervisi Pendampingan 
1 Bahan Administrasi - -
2 Uang harian dan Transport Rp3.600.000,00 Rp3.500.000,00
3 Alat dan bahan pemeriksaan - -
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Surabaya dibandingkan dengan di Kabupaten Lebak. 
Biaya terbesar ada pada program pendampingan ibu 
hamil adalah kegiatan pelatihan mahasiswa dengan 
item biaya lebih banyak dibandingkan item biaya 
kegiatan lain. Pada kegiatan pelatihan mahasiswa 
tampak bahwa biaya terbesar adalah biaya uang 
harian dan transportasi yaitu 5.500.000 di Kota 
Surabaya dan 1.240.000 di Kabupaten Lebak.

Tabel 3 menampilkan biaya satuan program 
pendampingan Ibu Hamil dengan investasi dan 
tanpa investasi. Hasilnya menunjukkan Kota 
Surabaya menghabiskan biaya satuan yang lebih 
besar dibandingkan dengan Kabupaten Lebak baik 
itu disertai biaya investasi maupun tanpa biaya 
investasi.

Biaya satuan di Kota Surabaya tetap lebih besar 
dari Kabupaten Lebak walaupun biaya investasi (sewa 
ruangan dan alat pemeriksaan) yang dikeluarkan 
untuk program pendampingan ibu hamil lebih tinggi 
di Kabupaten Lebak (lihat tabel 2). 

PEMBAHASAN

Pada tahun 2017, Kementerian Kesehatan dalam 
hal ini Direktorat Kesehatan Keluarga bekerja sama 
dengan Dinas Kesehatan dan Perguruan Tinggi 
di 17 Kabupaten/ Kota pada 7 Provinsi prioritas 
Kementerian Kesehatan melakukan program 
pendampingan ibu hamil dan ibu baduta dalam 
menunjang peningkatan kesehatan ibu dan anak 
melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat. 
Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
biaya satuan pendampingan ibu hamil yang dilakukan 
di dua wilayah dengan dua karakteristik yang 
berbeda yaitu Kabupaten Lebak mewakili wilayah 
dengan akses yang sulit dan Kota Surabaya mewakili 
wilayah dengan akses yang mudah. Hasilnya 
menunjukkan biaya satuan yang cukup terjangkau 
dilakukan bagi pemerintah daerah khususnya Dinas 
Kesehatan Kabupaten atau Kota apabila bersedia 
mengalokasikan anggaran kesehatan ibu dan anak 
untuk program pendampingan ibu hamil. .

Saat ini, kebijakan pemerintah untuk kesehatan 
ibu dan anak sebagian besar berfokus pada 
pengurangan biaya dengan strategi terbatas hanya 
untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan 
(Soni et al., 2014). Program pendampingan ibu 
hamil belum banyak dikembangkan, padahal 
satuan biaya yang digunakan untuk implementasi 
program tersebut tidak memerlukan pendanaan 
yang besar seperti yang telah didapatkan pada hasil 
penelitian ini (McLeish & Redshaw, 2015). Di sisi 
lain, pendampingan ibu hamil berkontribusi dalam 
pengelolaan hidup mereka agar menjadi calon 
orang tua yang sukses, mendorong kemandirian 
dan membantu memfasilitasi pengambilan keputusan 
yang positif (Schaffer & Mbibi, 2014). Oleh karena itu, 
perhitungan satuan biaya pendampingan ibu hamil 
dilakukan agar pemerintah daerah seperti Dinas 
Kesehatan dan Puskesmas mempertimbangkan 
kembali untuk mengembangkan program tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan besaran satuan 
biaya yang sedikit berbeda antara daerah dengan 
akses mudah dan akses yang relatif sulit. Perbedaan 
yang tidak terlalu besar tersebut disebabkan 
karena jumlah tenaga kesehatan yang melakukan 
pendampingan ibu hamil di daerah akses mudah lebih 
banyak dengan biaya operasional tenaga kesehatan 
tersebut lebih rendah dibandingkan dengan daerah 
dengan akses sulit. Daerah dengan akses sulit 
memerlukan biaya operasional lebih tinggi karena 
membutuhkan transportasi yang lebih mahal. Salah 
satu kesulitan yang dialami ibu di daerah akses sulit 
yaitu menemukan mentor di luar tenaga kesehatan 
seperti kader untuk berbicara lebih intensif mengenai 
permasalahan kesehatan mereka (Murphy et al., 
2008). Keterbatasan yang terjadi pada daerah akses 
sulit yaitu jumlah kader yang terbatas dan kurang 
terlatih (Sundararaman & Gupta, 2011). 

Pendekatan keluarga dapat menjadi salah satu 
solusi untuk mengatasi kesulitan mendapatkan kader 
di daerah akses sulit. Dalam pendekatan keluarga, 
kader yang melaksanakan pendampingan ibu hamil 
berasal dari keluarga ibu hamil sendiri agar proses 

Tabel 3. Hasil Perhitungan Biaya Satuan Pendampingan Ibu Hamil, 2018

Lokasi

Model I
(Dengan Biaya Investasi)

Model II
(Tanpa Biaya Investasi)

Total Biaya Jumlah Ibu 
hamil Biaya Satuan Total Biaya Jumlah Ibu 

hamil Biaya Satuan

Kab. Lebak Rp116.290.000,00 40 Rp2.907.250,00 Rp50.850.000,00 40 Rp1.271.250,00
Surabaya Rp121.110.000,00 40 Rp3.027.750,00 Rp56.550.000,00 40 Rp1.413.750,00



50

Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol. 23 No. 1 Januari 2020: 46–52

kegiatan pendampingan menjadi lebih intens dan 
lebih efisien. Pendekatan keluarga ini juga sejalan 
dengan program pemerintah yaitu Program Indonesia 
Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Selain 
itu, perkembangan teknologi seperti m-health mampu 
mengurangi permasalahan kesulitan implementasi 
pendampingan ibu hamil (Curioso & Mechael, 2010). 
Sebaiknya perhitungan biaya pendampingan ibu 
hamil turut mempertimbangkan posisi kader sebagai 
keluarga dan penggunaan teknologi m-health.

Hasil penelitian lain menyebutkan kader yang 
diberdayakan memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap pemberian penyuluhan pada ibu hamil 
dengan anemia dapat meningkatkan kepatuhan 
minum tablet tambah darah (Aditianti et al., 2015). 
Sedangkan penelitian ini didapatkan bahwa Jumlah 
kader lebih banyak di daerah yang relatif mudah 
di akses dari pada daerah yang sulit. Pelatihan 
kemampuan kader terutama di daerah yang akses 
sulit sangat diperlukan untuk meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat (Sundararaman & Gupta, 
2011). Kader yang diberdayakan memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap pemberian 
penyuluhan pada ibu hamil dengan anemia dapat 
meningkatkan kepatuhan minum tablet tambah darah 
(Aditianti et al., 2015). Pemerintah daerah di wilayah 
yang memiliki akses sulit sebaiknya merekrut lebih 
banyak kader yang mempunyai kapasitas mampu 
untuk memberikan pendampingan pada ibu hamil. 

Biaya pelatihan tenaga kesehatan sudah 
tergambar dalam penelitian ini yaitu memberikan 
porsi yang cukup signifikan dalam pendanaan 
program pendampingan ibu hamil. Dalam melakukan 
pelatihan, para mentor perlu di uji terlebih dahulu 
pengetahuan mengenai pendampingan ibu hamil 
agar dapat memperkirakan kinerja mereka (Ariff et 
al., 2010). Pelatihan sebaiknya tidak hanya melibatkan 
bidan tetapi juga perawat dan tenaga ahli lain yang 
relevan pada pelayanan kesehatan primer (WHO, 
2014; Fauveau et al., 2008). Pelatihan yang terstandar 
dilakukan memberikan modul pelatihan yang 
relevan untuk diimplementasikan (Ariff et al., 2010). 
Sebaiknya pelatihan program pendampingan atau 
kelas ibu hamil melibatkan pihak Dinas Kesehatan 
Kabupaten atau Kota setempat agar biaya pelatihan 
menjadi lebih efisien.

Kemampuan mentor turut menentukan 
peningkatan kesadaran ibu melakukan akses ke 
layanan kesehatan dan bagian dari peningkatan 
kualitas pelayanan kesehatan maternal (Stringer 

et al., 2013). Hasil penelitian ini turut menghitung 
satuan biaya pelatihan mentor dan penyesuaian uang 
harian. Diharapkan dari perhitungan tersebut turut 
mempengaruhi kinerja para mentor dalam melakukan 
pendampingan ibu hamil. Tantangan selanjutnya 
adalah mengukur dampak peningkatan kesehatan 
dari program pendampingan ibu hamil termasuk 
mengumpulkan informasi biaya yang lebih akurat 
agar efektivitas biaya pendampingan ibu hamil dapat 
dinilai (Perry & Zulliger, 2012). Hasil observasi dari 
beberapa jurnal tentang kesehatan ibu dan anak di 
Indonesia belum ditemukan hasil mengenai efektivitas 
pembiayaan untuk program pendampingan ibu hamil 
terhadap peningkatan kesehatan ibu dan anak. 
Namun, hasil penelitian ini telah menggambarkan 
satuan biaya dengan dan tanpa biaya investasi agar 
dapat memberikan gambaran kepada pemerintah 
daerah tentang program pendampingan ibu hamil.

Berdasarkan pangkalan data perguruan tinggi, 
terdapat 66 Program Studi Diploma 4 Kebidanan di 
seluruh Indonesia yang siap menghasilkan ribuan 
bidan baru (Kemenristek Dikti, 2019). Namun 
sayangnya, target penurunan AKI di Indonesia 
belum juga tercapai jumlah tenaga kebidanan terus 
mengalami peningkatan. Hal tersebut menjadikan 
pentingnya melakukan kegiatan pendampingan 
ibu hamil dengan melibatkan mahasiswa di bidang 
kesehatan atau kebidanan seperti pada hasil 
penelitian ini. Penelitian ini merekomendasikan 
peningkatan kurikulum praktik lapangan setiap 
mahasiswa kebidanan dengan berpartisipasi 
dalam program pendampingan ibu hamil sehingga 
kesehatan ibu lebih meningkat dan mencegah 
terjadinya peningkatan AKI di Indonesia.

Kelebihan dari penelitian ini yaitu mampu 
memberikan gambaran biaya pendampingan ibu 
hamil dalam bentuk yang sederhana sehingga 
mudah dimengerti oleh para pemangku kepentingan 
termasuk pemerintah daerah yaitu dinas kesehatan 
untuk mengimplementasikan program pendampingan 
ibu hamil. Sedangkan keterbatasan penelitian ini 
yaitu perwakilan daerah akses sulit dan akses mudah 
hanya diambil 1 wilayah saja. Selain itu, biaya tidak 
langsung tidak yang perlu eksplorasi lebih dalam 
yaitu biaya pemeliharaan. Di sisi lain, penelitian tidak 
sampai menghitung efektivitas biaya pendamping ibu 
hamil seperti yang ada pada evaluasi ekonomi. 

KESIMPULAN DAN SARAN



Analisis Biaya Satuan Program Pendampingan Ibu Hamil (Wahyu P Nugraheni, dkk.)

51

Kesimpulan
Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan biaya satuan yang diperlukan untuk 
melaksanakan program pendampingan ibu hamil 
antara wilayah dengan akses mudah dengan wilayah 
dengan akses yang sulit. Dengan memperhitungkan 
seluruh input biaya (investasi, operasional dan 
pemeliharaan), hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa biaya satuan pendampingan ibu hamil di Kota 
Surabaya Rp3.027.750,00 dan Kabupaten Lebak 
Rp2.907.250,00.

Saran
Biaya yang perlu dipertimbangkan ke dalam 

perhitungan yaitu biaya pelatihan mentor dan 
honorarium karena berkaitan dengan kualitas 
pendampingan ibu hamil. Penerimaan tenaga 
kader baru dengan pendekatan keluarga dapat 
dipertimbangkan pada daerah akses sulit untuk 
meningkatkan efisiensi biaya. Besaran biaya satuan 
pada penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi 
pemerintah daerah dalam hal ini dinas kesehatan 
dalam menerapkan program pendampingan ibu 
hamil di wilayahnya.
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